
3. 

Mengingat 1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
u dang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
p:nyelenggaraan Negara yan.g Bersih dan Bebas dari 

K 
· I{olusi dan Nepousme (Lembaran Negara orups1, blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Repu 1 . . 

b h 
., Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tam a an 
Nomor 3851); Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Undang - Nd d' p · 'N kan Kabupaten Rote ao 1 rovinsi usa J 
Pembentu · Timur (Lembaran Negara Republik ~ / 
Tenggar~ Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan ~ 
Indonesia N gara Republik Indonesia Nomor 4184); 
Lembaran e 

2. 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
Tahun Anggaran berakhir; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Tahun Anggaran 2016; 

b. 

BUPATI ROTE NDAO 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN ROTE NDAO 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROTE NDAO, 



12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

.. 

Undang U · - ndang N · 
Keuangar N ornor 1 7 Tahun 2003 tentang 
I i eaara (Le ndonesia T h"' mbaran Negara Republik 
Lembaran Nea un 2003 Nomor 47 Tambahan 

gara Republ'k ' Undang - Undan N 1 Indonesia Nomor 4286); 
Perbendaharaan Ng omor 1 Tahun 2004 tentang 
Indonesia Tab egara (Lembaran Negara Republik 
Lembaran Negar~n 200: Nomor 5, Tambahan 
Undang _ Und Repubhk Indonesia Nomor 4355); 
Pemeriksaan a;g Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Keuangan N engelolaan dan . Tanggungjawab 

, Indonesia T ~gara (Lembaran Negara Republik 
·., Le b a un 2004 Nomor 66 Tambahan 

m aran Ne R . ' Und gara epubhk Indonesia Nomor 4400)· 
S. ang - Undang Nornor 25 Tahun 2004 tent~g 

istem Perenc (Le b anaan Pembangunan Nasional 
N m aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

omor .104• Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 442l); 
Undang - Und N ang omor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adroinistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

· J{edudukan Keuangan Kepala Daerah dan J ~n~ng · . 
Wakil Kepala oaerah (Lembaran Negara Republik i 

· Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Indonesia . 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
Lembaran 

4. 

·'- 



•• # • 
13. Peratura.n P . . 

D 
emenntah N ana Perimb omor 55 Tahun 2005 tentang 

I d angan (Le b 
11 onesia Tahun m aran Negara Republik 

Lembaran Negara Re 2005. Nomor 137, Tambahan 
14. Peraturan Pe . pubhk Indonesia Nomor 4575)· 

c- menntah N • vistem Inform . omor 56 Tahun 2005 tentang 
N asi Keuangan D ah "· -egara Republik h . aer (Lembaran 
Tambahan L ldonesia Tahun 2005 Nomor 138 

embaran Ne R . . ' Nomor 4576); gara epublik Indonesia 

15. Peraturan Pemeri tah Hibah K d n Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
epa a Dae rah . (Le b Indonesia Tah m !\ran Negara Republik 

Le b un 2005 Nomor 139 Tambahan 

P 
m aran Negara Republik Indonesia No1mor 4577)· 

l 6 · era tu ran Pe · • 
P 

menntah Nomor 58 'rahun 2005 tentang 
engelolaan K R b . euangan Daerah (Lembaran Negara 
epu lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 

Tambahan Le b . ' m aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); · 

17 · Pera tu ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ~en tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); . 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ·. 2005 
tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo;· i6S . ' 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); . 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan ·pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggara · Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ~nformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik lndor.esia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

P 
bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

em . d p . Pemerintahan Daerah Provins1 an emenntahan J 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I 

d 
ia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

In ones1 . . 
b Negara Republik Indonesia Hornor 4737); 

Lem ara.n 

,.. 



30. Peraturan D 
Tahun 20 aerah Kabupaten R Badan 09 tentang Or . o~e Ndao Nomor 12 

R 

Penanggul garueasi dan Tata K · 
ote Ndao ( angan .Bencana D erja T h Lembaran D aerah Kabupaten 

T:mubn 2009 Nomor ~~;ah Ka~upaten Rote Ndao 
ahan Lemb Sen D Nomor 010 

Nomor 084); aran Daerah Kabupaten Rote Nda~ 

31 · Peraturan D aerah Kab Tahun 2009 t upaten Rote Ndao Nomor 13 
Sekretariat D entang Organisasi dan Tata K . ewan p erja 
Kabupaten Rote Nd engurus KORPRI Daerah 
Rote Ndao Tahun 

2;0°9 
(Lembaran Daerah Kabupaten 

Tambahan Le b Nomor 013 Seri D Nomor 011 
m aran Da h K ' Nomor 085)· era abupaten Rote Ndao 

32. Peraturan ~aerah K b Tahun 2011 a upaten Rote Ndao Nomor 9 
tentang Pok k k k Keuangan D ah O -po o Pengelolaan 

Daerah K b aer Kabupaten Rote Ndao (Lembaran 

009 
T a upaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 

, ambahan Lernb O Nd N aran aerah Kabupaten Rote 
ao omor 101),· 

33~ Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Nda~ 

Nornor 103); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 
Nomor O 12, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Nomor 104); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 
Nornor 1 Tahun 2014 rentans Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 
TahUn 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembarar. oaerah J{abupaten Rote Ndao Tahun 2014 
Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ·------ 

Rote Ndao Nornor 123); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 

Tahun 2012 tente.ng Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 
013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote 

Ndao Nornor 1 OS); 

P I 
ran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 

36. era u . . .. Tahun 2012 tentang Retr>bus> Penz.nan Tertentu J 
(Lembarar> oaerah J{abupaten Rote Ndao Tahun 2012 ~ 

014 Ta
i:nbahan i..ernbaran Daerah Kabupaten 

Nornor , 
Rote Ndao Nornor 106); 



Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Neraca 
d. Laporan Operasional 
e. Laporan Arus Kas . 
f. Lapcran Perubahan Eku1tas J 

Catatan atas Laporari Keuangan . . . J g. b airnana dimaksud pada ayat (1) d1lampin 
(2) Laporan Keuangan se ag b d ah . . d n iktisar laporan keuangan a an us a 

dengan laporan kineIJa a 
milik daerah/ perusahaan daeral1. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KEBUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016 

PERTANGGUNGJAWABAN 
TENT ANG 

PELAKSANAAN DAERAH PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 
Dan 

BUPATI ROTE NDAO 

Dengan Persetujuan Bersama 

39. 

Peraturan D T aerah Kabu ahun 2015 t paten Rote Ndao Nomor 5 
a 1 . entang An e anja Daerah Kab ggaran Pendapatan dan 
Anggaran 2016 (B . upaten Rote Ndao Tahun 
Tahun 2015 No enta Daerah Kabupaten Rote Ndao 
Peraturan D rnor 0302); 

aerah Kab Tahun 2016 t upaten Rote Ndao Nomor 3 
entang p b Perangkat 

O 
em entukan dan Susunan 

· aerah Kab Daerah Kab upaten Rote Ndao {Lembaran 
055 T b upaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 

' am ahan Le b Ndao Nornor 
135)· 

m aran Daerah. Kabupaten Rote 

Peraturan Daerah Tah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 
un 2016 t, Penda entang Perubahan Anggaran 

· patan dan B 1 · 
Nd T 

e anja Daerah Kabupaten Rote 
ao ahun A K nggaran 2016 (Lembaran Daerah 

abupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 057); 

38. 

37, 



4 S 1
. -1 . 

1 
dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

. e 1s1 1 angga1 aJ. . . 

R (49 867 542 767 57) dengan rincian sebagru berikut: 
p. . . . . ' Rp. (54.326.917.831,00) 

a .. Surplus/defisit Rp. (4.459.375.063.43} 
b. Realisasi . ) Rp. (49.867.542.767,57) 

Selisih Ieb1h/(kUrang r sasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
5. Selisih ax:iggaran dengan re~ 

1 
ian sebagai berikut: 

Rp.52S.128.116,04dengannnc. n Rp59826.917.831,00 J . . n pemb1ayaa · · a. Anggaran penenrnaa Rp.59.301.789.714,96 _ f 
b. Realisasi ) Rp. 525.128.116,04 9 

Selisih lebih/(kurang 

Rp. 75.345.953.590,00 
Rp. 75.343.193.524.00 
Rp. 2.760.066,00 

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.2.760.066,00 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran transfer 
b. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang} 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.70.223.124.042,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran belanja Rp.708.209.371.995,00 
b. Realisasi Rp.637.986.247.953.00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 70.223.124.042,00 

U 
· 1 Pasal 3 

raian aporan realisasi an ggaran sebagai di k adalah sebagai berikut: mana ima sud dalam Pasal 2 
1. Selisih anggaran den . . Rp.20.358.341 340 4 gan . ~ealtsasi pendapatan sejumlah 

· ' 3 dengan rmcian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan 
b Re 1

. . ,. Rp.729.228.407.754,00 
. a 1sas1 Rp.708.870.066.413.57 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 20.358.341.340,43 

Rp. 59.301.789.714,96 
Rp. 5.500.000.000.00 
Rp. 53.801.789.714,96 

Rp. 708.870.066.413,57 
Rp. 637.986.247.953,00 
Rp. 75.343.193.524.00 
Rp. (4.459.375.063,43) 

Laporan realisasi a Pasal 2 
f 

nggaran 
huru a, adalah den sebagaimana di gan uraia 1maksud dal n sebagai berikut. am Pasal 1 ayat (1) 

1. Pendapatan · 
a. Pendapatan 
b. Belanja 
c. Transfer 

. Surplus/defisit 
d. Pemb1ayaan 

- Penerimaan 
Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 



Rp. 47.015.267.122,53 

Rp.(212.292.201.038,00) 
Rp. 5.430.128.117,00 
Rp. (2.938.123.401,05) 

Pasal 7 

L k Se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e 

aporan aru s as 6 
b ·akhir sampai dengan 31 Desember Tahun 201 

untuk Tahun yang e1 

se bagai beriku t : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari :ahun 2016 Rp. 62.022.028.269,0l 

Rp.205.653.691.409,57 
b. Arus kas dari aktifitas operas1. 
c. Arus ka.s dari aktifitas investas1 

I 

non keuangan 
d. Arus kas dari aktifitas pend~tnoar: 

d . aktifitas trans1 e. Aru s kas an. 
f. Saldo kas akhir per 2016 

31 Desernber Tahun 

Rp.733.160.833.734,24 
Rp.615.932.772.450,58 
Rp.117 .228. 061.283,66 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 

sebagai beriku t : 
a. Jumlah pendapatan 
b. Jumlah be ban 
c. Surplus/Defisit-LO 

Pasal 6 

Rp.1.085.342.694.754,93 
Rp. 5.000.138.396,00 
Rp. l .080.342.556.358,93 

1 ayat (1) huruf c per 31 
Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud d 1 a am pasal 
Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset · 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas dana 

6. Selisih anggar 
Rp.0,00 deng: ~engan realisas· 
a A nncian b i pengeluaran . · nggaran pe Se agai berik pemb1ayaan sejumlah 
b R . ngeluar ut : 

· eahsasi an P-embiayaan 
Ser . Rp. 5.500.000.000,00 

7. Selisih is1h lebih/(kurang) Rp. 5.500.000.000,00 
anggaran den . Rp. o,oo 

Rp.525.128.116 04 d gan reahsasi pernbi , engan ri . iayaan netto sejumlah 
a. Anggaran pemb· ncian sebagai berikut : 
b R al' · layaan netto · · e 1sas1 Rp.54.326.917.831,00 

Selisih lebih/(k Rp.53.801.789 714 96 
urang) Rp. 525.128: 116:04 

Laporan peru bah Pasal 4 an saldo an er 
pasal 1 ayat ( 1) huruf b p 

31ggaran 
lebih sebagaimana dimaksud. dalam 

S er Desember T h 2 a. ~ldo anggaran lebih awal a un 016 sebagai berikut: 
b. Sisa lebih/kurang bi Rp.59.231.917.831,96 

pern iayaan Anggar R 49 342 41 c. Saldo anggaran lebih . an P· . . 4.651,53 
akhir Rp.49.342.414.651,53 



J 
i 

Neraca 
Laporan Operasional 

Laporan Realisasi Anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kcra ngka pengelolaa n keuangan negara 
Daftar piutang daerah 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
asset lainnya 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya 
Daftar dana cadangan daerah dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 
Laporan Peiubahan Saldo Anggaran Lebih 

Lampiran I.10 
Lampiran I. 11 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 
4. Lampiran 1V 

Lampiran I. 9 

Lampiran I.8 

Lampiran I .5 
Lampiran I.6 
Lampiran I.7 

Lampiran I.4 

Lampiran I.3 

Lampiran I.2 

. PasallO 
Uraian lebih Ianjut · · 

• 'J mengenai Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD 
sebagaimann dimak d dal . su am Pasal l, tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang 
terdiri dari ; 

I. Larnpiran I 
Lampiran I. I 

C Pasal 9 · atatan atas Iaporan k 
ayat ( I) huruf T euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
kuantitanr g, ahun Anggaran 2016 memuat infonnasi baik secara 

maupun kuart ·r 1 ati atas akun-akun laporan keuangan. 

Laporari peru bahan k . Pasal 8 
huruf f e uitas seb · unruj, Tahun agaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
2016 sebagai berikut: Yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

a. Ekuitas Awai 
b. Surplus/defisit _ LO Rp.1.001.939.097.545,87 
c. Dampak kumulatif Rp. l 17.228.061.283,66 

kesaran perubahan kebijakan/ an rnendasar 
d. Ekuitas aJ<liir Rp.(38.824.602.470,60) 

Rp.1.080.342.556.358,93 



EOS SELLY KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 
,, Jr~~ DAERAH PEMERlNTAh 

20 ·-OMOR 061 UPATENROTENDAOPROVINSI 
TURAN DAERAH KAB 

NOMORREG. PERA . 0~2017 
NUSA TENGGARA TIMUR· 

I 
) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote N,.dao. 

Pasal 13 
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 12 
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban APBD. 

Pasal 11 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX Peraturan Daerah ini. 

Laporan Arus Kas 
Laporan Perubahan Ekuitas 
Catatan atas laporan keuangan 

5. Lampiran V 
6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

~ 

v • 
I •• 

\:,.,'.· 


